
BUPATI LANGKAT
PROⅥ NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGん Tヽ
NOMOR 'ス TAHUN 2016
TENTANG

TATA CARA PENANCIANAN MASYARAKAT DAN PENGUNGSI
YANG TERKENA BENCANA

DENCrAN RAHMAT TUHAN YANG MN■ヽESA

BUPATI LANGKAT,

Mcnllnbang  :bぬ wa unttlk melaksan7akan Kctcntuan P・asa1 45"は  (2)
Pclaturan Dacrah Kabupatcn Langkat Nomor 14 Tahun 2013
tcntang  Pcnanggulangan  Bcncana Dacrah maka pcrlu
mcnctapkan Per7aturall Bupai tentang Tata Cara pcnanganan
Masyarakat l)an Pcngt■ ngsi yang Terkena Bencana di
Rabupatcll LangKat,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukar Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara
(L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomoi 58);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tenrang
Penanggulangan Bencana (Irmbaran Negara Republik
lndomesa Tahun 2OO7 Nomor 66, Tambaha.n
Lembara,n Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg
Pemerintaian Daerah (I€mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
l,€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telal. diubah beberapa kali teralhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahr.m 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Ta_hun 2015 Nomor 59,
'l'ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1982 tentang
Pemindahal Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari
wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam

t
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7.

wilayah Kabupateo Dati Il Langkat (Lembararr Negara
Republik lndonesia tahun 1982 Nomor 9);

Peraturajr Pemerintai Nomor 10 Tahun 1986 tentsng
Pembahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986
Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 3322);

Peratural Pemerintatr Nomor 21 Tahun 2OO8
tentang Fenyelenggaraan Penanggulangan Bencana
(kmbararr Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 42, Tarnbahan Irmba-rarr Negara Republik
lndonesia Nomor 4828);

PeraturaJr Pemerintah Nomor 22 Ta]lurr 2OO8
tentang Pendanaan dan Pengelolaan Barltuar
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO8 Nomor 43, Tarnbahan l,emba.ran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

9

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun
2003 tentang Pedoman Penalganan Masyarakat dan
Pengungsi di Daerah;

Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 7 Ta-hun
2OO8 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan
Santunan Kebutuhan Dasar;

Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 8 Tahun
2OO8 tentang Pedoman Pemberian dan Besaran
Bantuan Saltunan Duka Cita;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Nomor 6A Tahun
2011 tentaltg Pedoman Penggunaan Dana Siap Pal<ai
pada Status Keadaan Darurat Bencana;

11. Peraturan Kepala Badaa Nasional Nomor S.Tahrh
20 I 1 tentang Standaiisasi Data Kebencanaan;

12, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun
2OO9 tentang Urusan Pemerintah YaIg Mcnjadi
Kewena.ngan Kabupaten l,angkat (l,enbarall Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2OO9 Nomor l, Tambahar
Lembaran Daera-h Kabupaten l,angkat Nomor 3).

13. Peraturan Daerah Kabupaten I-a.ngkat Nomor 12
tahun 2Oi i tentang Organisasi dan Tata Kerja Badai
Penanggulangar Bencana Daerah Kabupaten l,angkat
(l€mbaran Dacrah Kabupaten I-angkat Tahun 2011
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daeiah Kabupaten Langkat Nomor 3 tahun 2015
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
I,angkat Nomor 12 tahun 2O11 Organisasi dar Tata
Kerja Badan Penanggulargan Bencara Daera}
Kabupaten Iangkat (tembarar Daerah Kabupaten
t angkat Tahun 2O15 Nomor 3);

14. Peratuian Daerah Kabupate. Il.rrgkat Nomor 14
Tahun 2013 tentang Penanggulangan BencaIra
Daerah (l,embaJarr Daerah Kabupaten l-arrgkat Ta_hun
2013 Nomor 1O, Tarnbahar| Lernbaran Daerah



Kabupaten Langkat Nomor 8);

15. Peraturan Bupati l,angkat Nomor 41 Tahun 2015
tentang Rincia-n Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana
Harian BPIID Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lallgkat (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2015 Nomor 44);

MEMUrUSKAN:

:PERA,URAN   BUPATI   TENTANG   TATA   CARA
PENANCrANAN MASYAn螂 コヽT DAN PENGUNGSI YANG
TERKENA BENCANA

Menetapkan

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasa-l 1

Da,laro Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten kngkat-
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksalaan urusan pemerintahaJr
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Badan Penanggulangan Benca-na Daerah yarlg selanjutnya disingkat BPBD

adalah Badan Penanggulangarr Bencana Daerah K-abupaten Langkat.
5. Anggaral Pendapatan dan Belanja Daerah, yarrg selanjutnya disingkat

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Langkat.

6. Bencana aCalah peristiwa atau rartgkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupal masyarakat yalg disebabkan,
baik oleh faldor a.lam dan/a&ru faktor non alam maupun faktor manusia
sehingga mengakibatkan timbulnya korbar jiwa manusia, kerusakan
lingkunga!, kerugian harta benda dan dampak psikologis,

7. Koiban Bencana adalah orang at€.u sekelornpok orang yang menderita
atau meninggal dunia akibat bencana.

8. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan a-kibat bencana
pada suatu wilayah dan kurun waltu tertentu yang dapat berupa
kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa arnan, mengungsi,
kerusakal atau kehilangan harta dan garrgguan kegiatan masyarakat-

9- Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan
oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasat rekomendasi
B€dan,/lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang
dimulai sejal< status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, da'I Trarsisi
Daiurat ke Pemulihan.

10. Siaga Darurat Bencana adalalt suatu keadaar terdapat potensi bencana
yang meiupal<a.n peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang
penentuannJ.a berdasarka! atas hasil pemantauan .!€JIg akurat oleh
instansi yanB berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/
darnpak yang terjadi di masyarakal



11. Targgap Daruiat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
dengan segera pada saat kejadiaa bencana untuk menangali dampak
buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelanatan dan
evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar,
perlindunga!, pengurusa! pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan
prasa.rana dan sarana.

12. Transisi Daiurat ke Pemulihan adalah keadaan dimarra Penanganan
darL.Jat dilalukan bersifat sementara/ permanen dengan tujuan agar
sarauta prasarana vital dapat berfungsi secara normal.

13. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena daflpak bencana.

14. Penarganan Masyaralat dan Pengungsi adalah serangka.ian wpayaf
kegiatan y6ng di tujukan kepada masyaJakat darl pengungsi akibat
bencala.

15. Masyaralat adalah perseorangan, kelompok orang dan/ atau badan
hukum.

16. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa
lGluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti
sebagai akibat dampat bunrk bencana.

17. Kelompok Rerrtal adalah bayi, anak usia <iibawah lima ta}tun, anak-anak,
ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.

18. Belanja Tidak Terduga ada.lah dara yang selalu tersedia dan dicadangkan
oleh Pemerintah untuk digunakan pada status keadaan darurat bencana,
ya.ng dimulai daii statlls siaga danrrat, tanggap darurat darr tralsisi
daru-rat ke pemulihan.

19. Tim Reaksi Cepat yang selarjutnya disingkat TRC adalah tim yang
ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengal kewenalgannya untuk
melakukan kegiatan kaji cepat bencana dal dampak bencana, serta
memberikan dukungan pendampingan da-lam ralgka penanganan darurat
bencana.

20. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan
usaha milik negara, badan usaha milik daerarh, koperasi, atau swasta yang
didirikan sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undaigan yang
menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan
berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
HAKEKAT, AZAS, PENGGOLONGAN BENCANA DAN PENGUNGSI

Pasal 2

Hakekat Penanganan Masya-rskat dall Pengungsi yang terkena bencara adalah
sebagai berikut :
a. Penalgalan masyarakat darl pengungsi yarlg terkena bencana merupakar

salah satu E'ujud dari upaya untuk melindungi segenap masyarakat dari
akibat bencema.

b. Penangaia-n Masyaralat darr Penguigsi yang terkena bencana merupakan
tanggung jawab bersama a.trta-ra pemerintah, masyarakat yartg bertumpu
pada kemandiriar da-n keswadayaarr masyarakat.

c. Penalgana-n Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana
dititikberatkan pada tahap sebelum terjadinya bencana dalr pengungsian,
yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, kesiapsiagaan,
penyela&atar unhtk memperkecil dan mengurangi dampak yang
ditimbulkan oleh bencana.

d. Penanganai Masyarakat don Pengungsi yang terkena bencana merupaka-n
bagian dari upaya atau kegiatan yang bertujuan mengurangi, meringankan
dan mcmulihkan penderitaan masyaiakat korbal bencana dalam rangka



memperbaiki dan meningkatkan kembali taraf penghidupan dan
kehidupannya.

Pasal 3
Pelaksa-naan PenanganaIr Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana
berdasarkan azas sebagai berikut :
a- Azas Kemanusiaan.

Dalafl upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilaksarakaJr atas
dasai rasa saling mengha-rgai arttai sesafta malusia dan tidal
diskriminatif.

b. Az.as Kemandirian.
Dalarn upa].a Penanganan Masyarakat dar Pe[gungsi dititikberatkan pada
kegiatan yang didukung oleh s*-adaya masya.rakat.

c. Azas Kegotong Royongan.
Dalam upaya PenangaIrarr lrasyarakat dan Pengungsi dilakukar secara
bersa,rna-sarna dai saling rnembantu oleh segenap komponen masyarakat
darr pemerintah.

d. Azas Kesukarelarn.
Dalam upaya Penanganai Masyarakat dan Pengungsi dilakukan secara
partisipatif dan sukarela ta-npa paksaan oleh segenap komponen
masya-rakat.

e. Azas Profesionalisme.
Dalam upaya Penanganan Masyaral(at dan Pengungsi didasarkan pada
profesionafisme pelayanan baik adrninistratif maupun teknis operasiona-I.

f. Azas Kewilayahan.
Dalam upaya Penanganan Masyarakat dan Pengungsi .lil,Lsarrakan secara
terkoordinasi oleh pemerintah/ pemerintah dar ra-tl dan masyarakat dalam
wilayah yalg mengalami bencana dan pengungsial.

Pasal 4

Bencana menurut penyebabnya dapat digolongkar sebagai berikut antara lain:
a. Berlcana Alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunaini, gunung meletus,

baijir, kekeringan, argin topan dan tanah longsor.
b. Bencana Non Alafl a-ntara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi,

epidemi dan wabah penya-kit.
c. Bencalra Sosia-l antara lain meliputi konflik sosial errtar:a kelompok atau

antar komunitas masyarakat dan teror.

Pasal 5

Pengungsi dapat digoloogkan rneojadi :

a. Penggolongan pengungsi mcnurut mobilitasnya tcrdiri dari :

1) Pengungsi domestik :

- Pengungsi lokal (dalam wilayah Kabupaten).
- PenBungsi lintas Kabupaten/Kota (dalam wilayah Provinsi)-
- Pengungsi lintas Daerah/Proyinsi (dalarn wilayah NKzu).

2) Pengungsi lintas negara.
b. Penggolongan pengungsi menurut prioritas penanganannya :

1) Pengungsi yalg dapat dikembalikan/dipulangkan.
2) Pengungsi yang diberdayakan-
3) Pengungsi yang direlokasikar.
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Pasal 6

Kegiatan Penangalan Masyarakat dall Pengungsi yang terkena bencana di
daerah melalui tahapan scbagai berikut :

a, Tahap sebelum terjadi bencana.
Upaya Penangalan MasyaJakat dan Pengungsi pada tahap sebelum terjadi
bencana berupa kegiatan peringatan dini, penyiapan sarana dan prasarar:ra,
pencegahan dalr kesiapsiagaan masya.ral<at serta aparat pemerinta-h
sehingga korban manusia, kerugian harta benda daii kerusakan lingkungan
dapat diperkecil yang dilakukan seca.ra terpadu-

b. Tahap saat terjadi bencana.
Penarrgarran Masyaral<at dan Pengungsi pada talap saat terjadi bencana
dilakukan upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat
dalr atau evakuasi korban dan penyediaan pemenuhan kebutuhal dasar
(kebutultan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayalan
kesehatan, pelayalraIr psikososial dan penampungan serta tempat hunian)
kepada korban bencana tanpa perlakuan yang diskriminatif.

c. Tahap sesudah bencarra.
Upaya Penanganan Masyaral<at dan Pengulgsi pada talap sesudair
bencana adalah melakukan rehabilitasi dan atau rekonstruksi untuk
mempercepat pemulihal kehidupal masyarakat dan pembalrgullan kembali
sernua salarla prasarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana.

d. Tahap pemulangan/pemberdayaal/relokasi.
Pada tahap ini, Penanganan Masyarakat dan Pengungsi dilaksanakan
melalui 3 (tiga) pola, dengan prioritas berurutan atau mempertimbangkan
situasi darl kondisi daeralr.
1) Pola I (Pemulangan).

Pengungsi di pulangkan/dikembalikan ke tempat semula.
2) Pola II (Pemberdayaan).

Pengungsi dibantu dan difasilitasi Pemerintah untuk mendapatlan
lapangan pekerjaaa atau mencad nalkah.

3) Pola III (Relokasi).
Memukimkan kembali para pengungsi di tempat baru dengan program
relokasi, baik dengan eara sisipai atau transmigrasi lokal.

BAB IV
TATA CARA PEI-ATSANAAN PENANGAN.A.T{ MASYARAKAT DAN PENGUNGSI

Pasal 7
Pela-l(saJraa-n Penanganan Masyarakat dan Pengungsi yang terkena bencana
dilakukan secara berjenjang muiai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten dan Provinsi.
1. Desa/ Kelurahan :

a. Sebelurn terjadi bencana dan pengungsian :

1) Membuat peta ras,an bencana.
2) Membuat dan memelihara data potensi sumber daya.
3) Menyiapkan data paramedis da-n fasilitas kesehatan.
4) Menyiapkan potensi masyarakat untuk penanganan

pengungsi korban bencana.
masya-rakat darr

5) Mengkoordinir masyarakat dalam penyiapan alat-alat darr fasilitas
penangajran masyarakal dan pengunBsi.

6) Melaksanakan penyuluha:r darlr gladi/ latihan penanganan masyarakat
dan pengungsi.



7) Menetapkan lokasi alternatif pengungsian korbal bencana.
8) Meningkatkan kewaspadaan masyarakat melallri upaya-upaya peringatan

dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana dan pengr:ngsian.
b. Pada saat tetadi bencana

1) Mencari dan menyelamatkan korban a.kibat bencana.
2) Memberikan pertolongan pertama kepada korbaa akibat bencana,
3) Mengungsikan korban bencana,
4) Menyiapkan dapur umum.
5) Menyiapkan tempat penarnpungan sementara bagi koiban bencara.
6) Mengarnankao daerah yang terkena bencana.
7) Menerima, mengelola dan menyalurkan serta mempertartggun$awabkan

bafltuall.
8) Melaporkan kejadian bencana kepada Camat.

c. Sesudah terjadi bencana
1) Menginventarisasi jumlah korbar bencana dan memperkiratan jumlah

kerugian.
2) Menempatlan korban beacana ke penampungan sertentara di lokasi

yang aman.
3) Merujuk korban bencana yalg mengalami gangguar irsik, psikologis da:l

sosiai ke Rumah Sakit/hrskesmas atau lembaga rehabilitasi terkait.
4) Melakukan rekonstruksi ringLa terhadap fasilitas sosial dar fasilitas

umurn yang terkena bencana.
5) MeLaporkan kejadian bencana dan kebutuhan yang diperlukan kepada

Carnat.

2. KecarEtan
a. Sebelum teiadi bencana :

1) Membuat pela rawarl bencErna, menginformasikan daerah rawal bencana
dan daerah alternatif pengungsian korban bencana serta potensi sumber
daya di Desa/ Kelurahan di wilayahnya.

2) Mengadalan bimbingal dan peny'uluhan kepada
Desa/ Kelurahan yang rawar bencana.

masyara}at di

3) Memberikan peringatan dini kepada masyaral<at yang tinggal di daeral
rawan bencana.

b- Pada saat terjadi bencana :
1) Memberikal pertolongan pertama kepada korban bencana dart

menyiapkan dapur umum.
2) Menyiapkan tempat penampungan sementara bagi korban bencana.
3) Mengungsikan korban bencana.
4) MengamankaJr daerah yang terkena bencana.
5) Menerirna, aenyalurkan ba-ntuan se.ta mempe.tanggu_ng jawabkan.
6) Melaporkan kejadian bencala kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

c. Sesudah terjadi bencaaa :
1) Ivlenginventarisasi jumlah korban bencana darl memperkirakan jumlah

l,,erugian.
2) Merehabilitasi darr merekonstruksi fasilitas sosial maupun fasilitas umum

di daerah bencala.
３

　

４

５

Menempatkan kembali korban bencana ke lokasi semula, kepemukiman
masyaiakat atau pengalihan ke lokasi yallg aman.
Menerima dan menyalurkal baJrtlran serta memperta_nggun$awabkannya.
Melaporkar kejadian bencana dan barltuan yalg diperlukan kepada nupati
melalui kepala BPBD.



3. Kabupaten
a. Sebelum terjadi bencana :

U Membuat peta rawan bencarra, menginformasikannya kepada pemerintah
dan mesysrakat yang besangkutan.

2) Menyusun potensi sumber daya daJI Satgas/ TRC Penanggulangan
Bencana,

3) Menetapkan daerah altematif pengungsian korbal bencarra.
4) Menlrusun program l,enajlga-nan masyarakat dan penguigsi arltara lain

pendidikan dan pelatihal, Gladi Posko dan Gladi Lapangan serta
Prosedur Tetap sesuEtl kondisi dan kebutuhan wilayah.

b. Pada saat teijadi bencana :

U Memberika$ petunjuk teknis pelaksanaan penarganan masyarakat dan
pengungsi yaitu mengadakan rapat koordinasi dan konsolidasi bersama
lembaga/ instansi terkait, mengirimkan Satgas/ Tim Reaksi Cepat ke
daerah bencana.

2) Mengirimkan bantuan Satgas/ TRC ke daerah bencana (bila diperlukan).
3) Memberikan bantuan satana dan prasarana yaig diperlukan antara lain

penyediaan tempat penampunBan sementara korban bencana, bantuan
tenaga medis/paramcdis, obat-obatan, palaiart dan bahan malanarl.

4) Melaporkan kejadian bencana dan penanggulangannya kepada Bupati
dal Gubemur.

c. Sesudah terjadi bencana :

1) Melaporkan juq a}! korban bencana, perkiraaan jumlah kerugial,
jumiah kebutuhan rehabilitasi dan rencana penempatan kembali
korban bencala kepada Bupati.

2) Memberikan bantuan dan melaksanakan rehabilitasi dan atau
rekonstruksi pemukirnan, fasilitas sosial dan fasilitas umum di daerah
bencana.

3) Mendorong terciptanya situasi dan kondisi untuk mempercepat
pemulihan kehidupar rnasya.rakat dan pembangunan kembali pada
wilayah pascabenca-na.

BAB V
KOORDINASI, PENGENDALIAN DAN PEIT{PORAN

Pasa-l I
Koordinasi penanganan mas:/arakat dan pengungsi ditaksaaakan sebagai
berikut :

a, Tingkat Desa/Kelurahan oleh Kepala Desa/Lurah
b. Tingkat Kecamatan oleh Camat
c. Tingkat Kabupaten oleh Kepa.la RPBD

Pasal 9
Pengendalian penanganaJl masyaral(at darl pengungsi dilaksanal(an sebagai
b€rikut
a. Untuk pelaksanaan pengendalian penalganal masyarakat dan pengungsi

pada saat terjadi bencana, dibentuk Pos Kornando Tanggap Darurat
ditempatlan di Pusdalops atau di tempat lain yang ditentukan.

b. Untuk efektifitas pela.ksanaan Pos Komando Tanggap Darurat dapat
dibentuk Posko Aju darl Posko Bergeral<.

Pasa-l 10
Pelaksanaan PeLaporan pen.rnganar masyai.akat dan pengungsi meliputi :
a. Kepa-la Desa/Lurah melaporkan perkembangan situasi kejadian bencana

dan atau pengungsian serta upaya penangarlan masyamtat dan pengungsi
kepada Camat.



b. Camat melaporkan perkembangan situasi kcjadian bencana dan atau
pengungsian serta upaya penanganan masyaial€t dan pengungsi di
wilayahnya kepada Bupati melalui Kepala BPBD.

c. Bupati melalui Kepa.la BPBD melaporkan perkembangan situasi kejadian
beocana daJt atau pengungsian serta upaya penarrganan masyarakat dan
pengungsi di wilayahnya ke1>ada Gubernur melalui Kepala BPBD Provinsi.

d. Dalam keadaan mendesak, Kepala Desa/ Lurai dapat secara langsung
melaporkan kejadian bencana dan atau pengungsi kepada Bupati / Kepala
BPBD/ Kepala Pelaksana BPBD dengan tembusa! kepada Camat di
v.ilayahnya atau dengan fasilitas I ormasi dan Teknologi.

Pasal 1 1

Bentuk laporan dalam pelaksaiaai penanganan masyalakat dan pengrrngsi
korban bencana meliputi :

a. Laporan Pendahuluan KejadiaD Bencana dan atau pengungsiai melalui
Kurir, telepon, faximile, racliogram, SSB, hand phone/SMS, dan lainlain.

b. Laporan Lengkap.
c. Laporan rutin yang terdiri dari La.poran Harian, Minggual, Bulanan,

Triwuleman dan Tahunan.

Pasa-l 12
lsi laporal dalarn pelalsanaan Penangalrsn masyaral<at daII pengungsi korban
benceuta memuat :

a) Jenis bencana dan atau pengungsian.
b) Tempat bencana dan ata.u penguogsian.
c) Walrtu kejadian bcncala dan atau pengungsiai.
d) Jurnbn korban akibat bencana dan atau pengungsian.
e) Permintaan kebutuhan bantuan.

Pasal 13

Penyampaiar informasi penalganal masyar-al<at dan pengungsi kepada pihak-
pihak tertentu, menjadi kewenangan Icpala BPBD dan/ atau Kepala
Pelaksana BPBD-

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikelua-rkan dalam pelaksanaan Penanganan Masyaralat dan
Pengungsi dibebankan pa<la APBD.
Dalam rangka meringaikan beban penderitaan korba! bencana dan atau
penBrngsian maka Pemerintah daerah dapat menerima bantuzrn yang
berasal dari Pemerintal, Pemerintah provinsi, lembaga usaha, swadaya
masyarakat, bantuan dat-i luar negeri maupun sulnber dana lain yang sah
dan tidak mengikat.
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